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Yth.  Daftar terlampir 
 
 
 Sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, mentoring di definisikan sebagai 

pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Pada 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, mentoring dilakukan oleh mentor pada peserta 

(mentee) untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses mentoring dalam Pelatihan Dasar 

CPNS, dilaksanakan melalui proses berbagi pengetahuan dan pengalaman serta 

pembimbingan dalam melaksanakan proses habituasi aktualisasi nilai-nilai ASN di 

tempat kerja. 

 Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan 

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dari tanggal 1 Agustus s.d. 20 November 

2025, bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu dapat menetapkan mentor peserta 

pelatihan dimaksud sesuai ketentuan sebagaimana terlampir. Data mentor peserta kami 

terima paling lambat tanggal 5 September 2025. 

 

 Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Kepala Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur, 
 
 
 
 
R. Hernan Mahardhika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran 
Nomor : B.970/BDA/RSDM.510/VIII/2025 
Tanggal : 28 Agustus 2025 

 
 

Tujuan Surat 
 
A. Sekretariat Jenderal 

1. Kepala Biro Perencanaan 

2. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

3. Kepala Biro Hukum 

4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 

5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 

6. Kepala Biro Umum 

7. Plt. Kepala BiroPengadaan Barang/Jasa 

8. Kepala Pusat Data dan Informasi 

 

B. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 

2. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang 

3. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar 

4. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar 

5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang 

6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru 

7. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang 

8. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong 

 

C. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 

2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 

3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 

4. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

5. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

6. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 

9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 

10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 

11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 

12. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 

 

D. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 

2. Direktur Ikan Air Tawar 

3. Direktur Ikan Air Laut 

4. Direktur Ikan Air Payau 

5. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara 

6. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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7. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung 

8. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo 

9. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar 

10. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee 

11. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Jambi 

12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandiangin 

13. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu 

14. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam 

15. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok 

16. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon 

17. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang 

18. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan Karangasem 

19. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang 

 

E. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

1. Direktur Pemasaran 

2. Direktur Logistik 

3. Direktur Pengolahan 

4. Direktur Pemberdayaan Usaha 

5. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Dan Perikanan 

 

F. Inspektorat Jenderal 

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal 

2. Inspektur I 

3. Inspektur II 

4. Inspektur V 

 

G. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 

1. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 

2. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung 

3. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon 

4. Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan 

5. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 

6. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang 

7. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang 

8. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong 

9. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai 

 

H. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

1. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

2. Kepala Pusat Manajemen Mutu 

3. Kepala Pusat Pusat Mutu Produksi Primer 

4. Plt. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I 

5. Kepala Balai KIPM Medan I 

6. Kepala Balai KIPM Banjarmasin 

7. Kepala Balai KIPM Balikpapan 

8. Kepala Balai KIPM Lampung 
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9. Plt. Kepala Balai KIPM Mataram 

10. Plt. Kepala Balai KIPM Manado 

11. Plt. Kepala Balai KIPM Entikong 

12. Plt. Kepala Balai KIPM Tanjung Pinang 

13. Kepala Balai KIPM Ambon 

14. Plt. Kepala Balai KIPM Jakarta II 

15. Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan 

16. Plt. Kepala Balai KIPM Denpasar 

17. Plt. Kepala Balai KIPM Semarang 

18. Kepala Stasiun KIPM Batam 

19. Kepala Stasiun KIPM Ternate 

20. Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta 

21. Kepala Stasiun KIPM Jambi 

22. Kepala Stasiun KIPM Bandung 

23. Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari 

24. Kepala Stasiun KIPM Mamuju 

25. Kepala Stasiun KIPM Merauke 

 
 

Kepala Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur, 
 
 
 
 
R. Hernan Mahardhika 
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Lampiran 
Nomor : B.970/BDA/RSDM.510/VIII/2025 
Tanggal : 28 Agustus 2025 

 
 

MENTOR 
 

Definisi Mentor 

Dalam Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil, mentoring di definisikan sebagai pembimbingan peningkatan 

kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang 

lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, 

Mentoring merupakan bimbingan kinerja berupa suatu proses terus menerus dan 

sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui 

dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. 

 

Pada penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, mentoring dilakukan oleh mentor pada 

peserta (mentee) untuk mencapai tujuan pembelajaran Pelatihan. Proses mentoring 

dalam Pelatihan Dasar CPNS, dilaksanakan melalui proses berbagi pengetahuan dan 

pengalaman serta pembimbingan dalam melaksanakan proses aktualisasi di tempat 

kerjanya. 

 

Tujuan Mentoring 

Tujuan pelaksanaan diadakan mentoring dalam Pelatihan Struktural Kepemimpinan 

adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan isu permasalahan yang akan diangkat mentee; 

2) Menentukan solusi dan kegiatan dalam proses aktualisasi; 

3) Memastikan kelancaran proses aktualisasi. 

 

Tugas Mentor 

Tugas Mentor antara lain: 

1) Memberikan persetujuan dalam penetapan isu; 

2) Menyepakati time line penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan; 

3) Memberikan dukungan penuh kepada Peserta dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan; 

4) Memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan; 

5) Sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu; 

6) Memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya. 

 

Kompetensi Mentor 

Mentor diharapkan memiliki kemampuan: 

1) Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya; 

2) Memahami Kebijakan umum penyelenggaraan PKA; 

3) Memahami Konsep dasar dan tahapan pembelajaran aksi perubahan; 

4) Memahami Konsep dasar dan kertas kerja rancangan dan/atau laporan aksi 

perubahan; 

5) Menggunakan instrumen pembimbingan sebagai Mentor; 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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6) Menginspirasi, memotivasi, memberi dukungan peserta. 

 

Persyaratan Mentor 

Persyaratan Umum: 

1) Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi peserta sebagai mentor (pegawai yang 

setara atasan langsung). 

2) Memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan 

masukan/arahan kepada peserta. 

 

Persyaratan Khusus: 

1) Memiliki pengetahuan terkait dengan isu dan gagasan pemecahan isu, jenis 

kegiatan dan kriteria kualitas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan peserta 

selama pembelajaran aktualisasi nilai nilai dasar ASN; 

2) Memfasilitasi peserta untuk memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, dan berorientasi 

pada peningkatan kualitas pekerjaan; 

3) Mengarahkan peserta dalam menetapkan isu dan gagasan penyelesaian isu, 

serta melaksanakan kegiatan; 

4) Memfasilitasi peserta dalam pengumpulan bukti belajar; dan 

5) Mendukung peserta untuk menghadapi evaluasi aktualisasi. 

 

Kode Etik Mentor 

Kode etik Mentor yang perlu diperhatikan Mentor antara lain: 

1) Menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam memberikan penilaian secara 

objektif; 

2) Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi; 

3) Patuh dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku; 

4) Memiliki komitmen yang tinggi untuk peningkatan pemahaman peserta melalui 

pendampingan dan pembimbingan yang terarah dan terukur sehingga tercipta 

suasana kondusif dalam menggali potensi belajar peserta; 

5) Menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal, serta keragaman lain. 
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Lampiran 
Nomor : B.970/BDA/RSDM.510/VIII/2025 
Tanggal : 28 Agustus 2025 

 
 

Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 1 
Tahun 2025 

 

No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

1 Dwi Budisetyawan, S.T. 
Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa Ahli Pertama 

Biro Umum Dan Pengadaan 

Barang/Jasa 

2 Tasya Tamalin, S.T. 
Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa Ahli Pertama 

Biro Umum Dan Pengadaan 

Barang/Jasa 

3 Afviya Salsabila, S.Kel. 
Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan Ahli Pertama 

Balai Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Pontianak 

4 
Maria Fransiska Limbong, 

S.Si. 

Pengelola Ekosistem Laut 

Dan Pesisir Ahli Pertama 

Balai Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Pontianak 

5 Lintang Fauzia Ichsari, S.Si. 
Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan Ahli Pertama 

Balai Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Padang 

6 Metrio Swandiko, S.Si. 
Pengelola Ekosistem Laut 

Dan Pesisir Ahli Pertama 

Balai Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Padang 

7 Anggit Eko Putra, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong 

8 
Harry Marulitua Saragih, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong 

9 Moch. Rustami, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong 

10 
Adyaska Dzickry Robby, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Palabuhanratu 

11 Fauzan Khotib, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Palabuhanratu 

12 Toni Sugiarto, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Palabuhanratu 

13 Danny Erik Eriyanto, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Tanjung Pandan 

14 
Muhamad Sandi Wandiro, 

S.S.T.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Tanjung Pandan 

15 Muhammad Rafli, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Bungus 

16 
Ridwan Nur Rahman, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Bungus 
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

17 Andika Mahendra, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Kendari 

18 Andriyanto, S.Tr.Pi 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Kendari 

19 Aditya Amri, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan 

20 Amirul Mumin, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan 

21 Apriliyanto, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan 

22 
Muhamad Saswanda, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan 

23 
Muhammad Guruh Akbar 

Muslim, S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan 

24 
Muhammad Jamaludin, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan 

25 
Yohanes Billy Wibowo, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan 

26 
Fadly Adams Hamsyana, 

S.Pi. 

Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Layanan Usaha 

Produksi Perikanan Budi 

Daya 

27 Yoga Pratama, S.Si. 
Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Layanan Usaha 

Produksi Perikanan Budi 

Daya 

28 Ni Putu Sri Yuli Artini, S.Si. Statistisi Ahli Pertama 

Sekretariat Direktorat 

Jenderal Perikanan Budi 

Daya 

29 
Valasya Ardena Muchlinta, 

S.Si. 

Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 
Direktorat Ikan Air Tawar 

30 Annisaa Nurul Fikriyah, S.Pi. 
Analis Pasar Hasil Perikanan 

Ahli Pertama 

Direktorat Pemberdayaan 

Usaha 

31 Muhammad Ghufron 
Analis Pasar Hasil Perikanan 

Ahli Pertama 

Direktorat Pemberdayaan 

Usaha 

32 Irham Ali, S.Kom. Auditor Ahli Pertama Inspektorat II 

33 Ahmad Jamil, S.Si., M.B.A. Widyaiswara Ahli Pertama 
Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Aparatur 

34 Andri Trisna, S.A.P., M.Si. Widyaiswara Ahli Pertama 
Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Aparatur 

35 Indah Effendi Widyaiswara Ahli Pertama 
Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Aparatur 

36 Tata Irfadinata, S.T., M.Sc. Dosen Asisten Ahli 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

37 
Yasmin Humaira Rahmad, 

S.T., M.T. 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 

38 
Hafidz Maulana Fadillah, 

S.Pi. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Banjarmasin 

39 Sofie Saraswati, S.T.P. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Semarang 

40 
Chikita Utama Maharani, 

S.Si. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Stasiun KIPM Bandung 

 

 

Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 2 

Tahun 2025 

 

No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

1 Farah Nabila, S.Psi. 

Asesor Sumber Daya 

Manusia Aparatur Ahli 

Pertama 

Biro Sumber Daya Manusia 

Aparatur Dan Organisasi 

2 
Sabila Nadhirah Kurnia, 

S.Psi. 

Asesor Sumber Daya 

Manusia Aparatur Ahli 

Pertama 

Biro Sumber Daya Manusia 

Aparatur Dan Organisasi 

3 Ari Bimi Suhendra, S.Kel. 
Pengelola Ekosistem Laut 

Dan Pesisir Ahli Pertama 

Balai Kawasan Konservasi 

Perairan Nasional Kupang 

4 
Muhammad Suharto Rijalul 

Faiq Yasna, S.Si. 

Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan Ahli Pertama 

Balai Kawasan Konservasi 

Perairan Nasional Kupang 

5 Rizqi Ramadhani, S.Pi. 
Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan Ahli Pertama 

Loka Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Sorong 

6 
Muhammad Agung Nuriady, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong 

7 
Muhammad Khaydar Arifin, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong 

8 
Rafif Zainun Ridhwan, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong 

9 Dodi Yonanda, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pemangkat 

10 Rifqi Hidayat, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pemangkat 

11 Rizqy Hidayatullah, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pemangkat 

12 
Muhamad Ridho Islami 

Aritonang, S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Sungailiat 

13 
Danang Tri Asmoro, 

S.S.T.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Ternate 
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

14 
Rofiqul Umam Ahmad, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Ternate 

15 
Abdullah Farid Hakim, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Nizam Zachman 

Jakarta 

16 
Muhammad Yusuf Annur, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Nizam Zachman 

Jakarta 

17 
Anta Fadel Muhammad, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Kendari 

18 
Made Benny Wahyudi, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Kendari 

19 
A. Suyudi Nurhidayat, 

S.Tr.Pi. 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan 

20 Abdul Khakim, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan 

21 Hadil Yudistira, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan 

22 Fadly Rifandri, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan 

23 
Novry Welmy Telapary, 

S.Tr.Pi 

Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan 

24 Ferdi Renalvi, S.Tr.Pi. 
Penata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan 

Pelabuhan Perikanan Pantai 

Teluk Batang 

25 Amalia Safitri, S.Pi. 
Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Produksi Induk Udang 

Unggul Dan Kekerangan 

26 Khansa Bara Salsabila, S.Pi. 
Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Air Payau 

27 
Salma Khoironnida Hasna, 

S.Pi. 

Pengelola Kesehatan Ikan 

Ahli Pertama 

Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Air Payau 

28 Fahmi Rahma Tri Jaya, S.Pi. 
Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 
Direktorat Ikan Air Laut 

29 Mely Shara Bangun 
Analis Pasar Hasil Perikanan 

Ahli Pertama 
Direktorat Logistik 

30 
Syaeful D. Anwari Hamzah, 

S.Si. 

Pembina Mutu Hasil 

Kelautan Dan Perikanan Ahli 

Pertama 

Direktorat Logistik 

31 Rina Martaulina, S.IK, M.M. Widyaiswara Ahli Pertama 
Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Aparatur 

32 
Cakra Putra Damadika, S.T, 

M.IP. 
Widyaiswara Ahli Pertama 

Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Aparatur 

33 
Martinus Robinson Sumitro, 

S.Kom., M.T. 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

34 
Alek Topani Lubis, S.Si., 

M.T. 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 

35 Dewi Kusumawati, S.I.Pus. Pustakawan Ahli Pertama 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Karawang 

36 Unggul Panji Kusuma, S.Pi. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Entikong 

37 
Yenny Nurfajriani Arifin, 

S.Gz. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Tanjung Pinang 

38 
Alfandi Ramadhan, 

S.Tr.I.Kom. 

Pranata Hubungan 

Masyarakat Ahli Pertama 

Sekretariat Badan 

Pengendalian Dan 

Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan Dan Perikanan 

39 Chaidir Ali Sutisna, S.H. 

Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan Ahli 

Pertama 

Sekretariat Badan 

Pengendalian Dan 

Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan Dan Perikanan 

40 
Dhimas Nurhadi Pamungkas, 

S.M. 

Analis Sumber Daya 

Manusia Aparatur Ahli 

Pertama 

Sekretariat Badan 

Pengendalian Dan 

Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan Dan Perikanan 

 

 

Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 3 

Tahun 2025 

 

No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

1 
drg. Kamilah Winda 

Batubara 
Dokter Gigi Ahli Pertama 

Biro Umum Dan Pengadaan 

Barang/Jasa 

2 
Ahmad Farhan Ramadhan, 

S.Si 
Statistisi Ahli Pertama Biro Perencanaan 

3 
Amalia Sekar Ayuningtyas, 

S.Si. 

Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan Ahli Pertama 

Loka Kawasan Konservasi 

Perairan Nasional Pekanbaru 

4 Bagus Bagaskoro, S.Pi. 
Pengelola Ekosistem Laut 

Dan Pesisir Ahli Pertama 

Loka Kawasan Konservasi 

Perairan Nasional Pekanbaru 

5 Mujibur Rohman, S.Kel. 
Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan Ahli Pertama 

Balai Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Denpasar 

6 Ibnu Siena, S.Pi. 
Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Laut 

7 Zulfa Aisyah Nur'Aeni, S.K.H. 
Pengelola Kesehatan Ikan 

Ahli Pertama 

Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Laut 

8 Afina Mauliana, S.Pi. 
Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Perikanan Budi Daya 

Air Payau Situbondo 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

9 
Mukhammad Fatchul Alam, 

S.Pi. 

Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Perikanan Budi Daya 

Air Payau Situbondo 

10 
Bimantara Phara Mahaesta 

Hanggar Benny, S.Si. 

Analis Pasar Hasil Perikanan 

Ahli Pertama 
Direktorat Pemasaran 

11 Prita Safa Ardelia 
Analis Pasar Hasil Perikanan 

Ahli Pertama 
Direktorat Pemasaran 

12 
Brigitha Maurrenzha 

Leatemia, S.Pi., M.Si. 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Sorong 

13 
Chandika Lestariaji, S.Pi., 

M.P. 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Sorong 

14 Ina Rostiani, S.I.Pus. Pustakawan Ahli Pertama 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang 

15 Putri Agil Lestari, S.Pi., M.Si. Dosen Asisten Ahli 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang 

16 Fikri Mufti Fadillah, S.Tr.Pi. 
Kepala Kamar Mesin Kapal 

Kelas Iv 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang 

17 
Anggito Abimanyu Arifin, 

S.Si. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Ambon 

18 
Imanuel Yosua Magistero 

Sitorus, S.Pi. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Ambon 

19 Sania Malika, S.Pi. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Jakarta II 

20 Tannia Sofiana Putri, S.Si. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Jakarta II 

21 Arsya Cahya Saputra, S.Si. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Tarakan 

22 Rizqi Wahyu Herdianto, S.Pi. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai Besar KIPM Jakarta I 

 

 

Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 4 

Tahun 2025 

 

No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

1 Reza Muzhaffar Fauzan 
Pranata Komputer Ahli 

Pertama 

Balai Pengelolaan Informasi 

Sumber Daya Kelautan Dan 

Perikanan  

2 Inditha Jauhari Indriani, S.Pi. 
Pengelola Ekosistem Laut 

Dan Pesisir Ahli Pertama 

Balai Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Makassar  

3 Asifa' Ainur Rokhimah 
Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan Ahli Pertama 

Loka Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Serang  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

4 Syifa Afnani Santoso, S.I.K. 
Pengelola Ekosistem Laut 

Dan Pesisir Ahli Pertama 

Loka Pengelolaan Sumber 

Daya Pesisir Dan Laut 

Serang  

5 Aulia Ramadanty, S.Tr.Pi. 
Pengelola Kesehatan Ikan 

Ahli Pertama 

Balai Perikanan Budi Daya 

Air Payau Takalar  

6 
Maulidya Nur Hafidha, 

S.Farm. 

Pengelola Kesehatan Ikan 

Ahli Pertama 

Balai Perikanan Budi Daya 

Air Tawar Sei Gelam  

7 
Lindah Erlia Safira Siregar, 

S.Tr.Pi. 

Analis Akuakultur Ahli 

Pertama 

Balai Perikanan Budi Daya 

Air Payau Ujung Batee  

8 
Adrianti Nur Fitria Sofandi, 

S.Pi. 

Pembina Mutu Hasil 

Kelautan Dan Perikanan Ahli 

Pertama 

Direktorat Pengolahan 

9 
Rivandi Muhammad 

Santanamihardja, S.T., M.T. 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang  

10 Rolandsius Sareng, M.Tr.Pi. Dosen Asisten Ahli 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang  

11 
Fitriany Podungge, S.Pi., 

M.Si. 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang  

12 
Akbar Falah Tantri, S.Pi., 

M.Pi 
Dosen Asisten Ahli 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Sorong  

13 Siti Maysaroh, S.Kel., M.Si. Dosen Asisten Ahli 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Sorong  

14 Sigit Edyta Darma, S.Tr.Pi. Mualim I Kapal Kelas II 

Balai Pelatihan Dan 

Penyuluhan Perikanan 

Ambon  

15 
Bayu Garin Pamungkas, 

S.Pi. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Manado  

16 Aryani Putri Islami, S.Si. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 

Pusat Pengendalian Dan 

Pengawasan Mutu Produksi 

Primer 

17 Firas Andhika Putra, S.Pi. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Stasiun KIPM Batam  

18 
Dian Kharisma Nugraha 

Pratama, S.Pi. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Mataram  

19 Azma Nurizqi Isnasari, S.Si. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Lampung  

20 Yurike Kurnila Prastika, S.Si. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Denpasar  

21 Ari Tri Ramdhani, S.Si. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Balai KIPM Denpasar  

22 Dendy Akbar Hakim, S.Pi. 
Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Stasiun KIPM Ternate  

23 
Meitri Putri Damayanti, 

S.Biotek. 

Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Ahli Pertama 
Stasiun KIPM Yogyakarta  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan 1 

Tahun 2025 

 

No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

1 Vini Fitri Aryani, A.Md. 
Pranata Sumber Daya 

Manusia Aparatur Terampil 

Biro Keuangan Dan Barang 

Milik Negara 

2 Ajeng Erma Karmila, A.Md. Arsiparis Terampil Direktorat Ikan Air Payau 

3 Feby Fitria, A.Md.Pi. Teknisi Akuakultur Terampil 
Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Air Payau 

4 Iqbal Muslichul Ichsan, A.Md. 
Teknisi Kesehatan Ikan 

Terampil 

Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Air Payau 

5 Nazla Fianida Putri, A.Md.Si. 
Teknisi Kesehatan Ikan 

Terampil 

Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Air Tawar 

6 Siti Dwi Pratiwi, A.Md. 
Teknisi Kesehatan Ikan 

Terampil 

Balai Besar Perikanan Budi 

Daya Air Tawar 

7 Imroatul Azizah, A.Md. 
Teknisi Kesehatan Ikan 

Terampil 

Balai Layanan Usaha 

Produksi Perikanan Budi 

Daya 

8 Rizky Ansyari Teknisi Akuakultur Pemula 

Balai Layanan Usaha 

Produksi Perikanan Budi 

Daya 

9 Padita Ayu Utami, A.Md. 
Teknisi Kesehatan Ikan 

Terampil 

Balai Pengujian Kesehatan 

Ikan Dan Lingkungan 

10 
Natalia Tasya Siahaan, 

A.Md. 
Pranata Komputer Terampil Sekretariat Itjen 

11 Alexandre Aloysius Pea Mole Kelasi Kapal Kelas IV 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang 

12 
Frengky Yeremias Malelak, 

A.Md.Pi. 
Masinis I Kapal Kelas IV 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Kupang 

13 
Grace Lady First Bara, 

A.Md.Pi. 

Pranata Laboratorium 

Pendidikan Terampil 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Sorong 

14 Gusti Marjianto, A.Md.T. 
Pranata Laboratorium 

Pendidikan Terampil 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 

15 Reza Aditya Rahman, A.Md. 
Pranata Keuangan Apbn 

Terampil 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 

16 Laily Maulidiyah, A.Md.Kes. Perekam Medis Terampil 
Politeknik Ahli Usaha 

Perikanan 

17 Andis Syamsuddin Kelasi Kapal Kelas Iv 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Bitung 

18 Fildzah Farisah, A.Md. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Pusat Manajemen Mutu 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

19 
Febry Diana Sukmayanti, 

A.Md. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Balikpapan 

20 Tasya Salsabila, A.Md.T.P. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Banjarmasin 

21 Inna Safira, A.Md.T.P. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Denpasar 

22 Faisal Ali, A.Md.Pi. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Entikong 

23 
Meila Manshurina Khomsiati, 

A.Md.T.P. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Lampung 

24 Ma`Ruf Syaifudin 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Manado 

25 
Anny Roma Bawati Sinaga, 

A.Md. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Mataram 

26 
Zaki Qula Satun A'Yun, 

A.Md.Pi. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Medan I 

 

 

Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan 2 

Tahun 2025 

 

No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

1 
Arina Rahma Irsyada, 

A.Md.Kom. 
Arsiparis Terampil Biro Hukum 

2 Eka Putri Aulia, A.Md.Akun. 
Pranata Keuangan APBN 

Terampil 

Biro Hubungan Masyarakat 

Dan Kerja Sama Luar Negeri 

3 Sofie Putri Khoirunisa Teknisi Akuakultur Pemula 
Balai Perikanan Budi Daya 

Air Payau Situbondo 

4 Tangkas Mahendra, A.Md. Teknisi Akuakultur Terampil 
Balai Perikanan Budi Daya 

Air Payau Situbondo 

5 Een Febi Antika, A.Md.Pi. Teknisi Akuakultur Terampil 
Balai Perikanan Budi Daya 

Air Payau Situbondo 

6 Cahya Lyan Sari, A.Md. Teknisi Akuakultur Terampil 
Balai Perikanan Budi Daya 

Air Tawar Mandiangin 

7 
Galih Bayu Permana, 

A.Md.Si. 

Teknisi Kesehatan Ikan 

Terampil 

Balai Perikanan Budi Daya 

Air Tawar Tatelu 

8 
Abdul Sasri Laedi, 

A.Md.Kom. 

Pranata Sumber Daya 

Manusia Aparatur Terampil 

Balai Perikanan Budi Daya 

Laut Ambon 

9 
Muhamad Dicki Ramdani 

Saputra 

Teknisi Kesehatan Ikan 

Pemula 

Balai Perikanan Budi Daya 

Laut Batam 

10 Waenah Alfiana, A.Md.M.I.D. Arsiparis Terampil 
Balai Perikanan Budi Daya 

Laut Lombok 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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No. Nama Jabatan Unit Organisasi 

11 Khairunnisa 

Asisten Pembina Mutu Hasil 

Kelautan Dan Perikanan 

Terampil 

Balai Besar Pengujian 

Penerapan Produk Kelautan 

Dan Perikanan 

12 Aulia Mahardiana Warsitoarti 

Asisten Pembina Mutu Hasil 

Kelautan Dan Perikanan 

Terampil 

Balai Besar Pengujian 

Penerapan Produk Kelautan 

Dan Perikanan 

13 Hari Risnandar, A.Md.M. Auditor Terampil Inspektorat I 

14 
Ria Widiputri Utami, 

A.Md.A.B. 
Arsiparis Terampil Inspektorat V 

15 Rio Dilan Pramana Kelasi Kapal Kelas IV 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 

16 Sony Anwar, A.Md.Pi. Mualim I Kapal Kelas IV 
Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Dumai 

17 
Ferdy Luther Januarinto 

Pongoh, A.Md.Pi. 
Mualim I Kapal Kelas IV 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Bitung 

18 
Muhammad Yusuf Aridho, 

A.Md.Pi. 

Pranata Laboratorium 

Pendidikan Terampil 

Politeknik Kelautan Dan 

Perikanan Bitung 

19 Fikri Subaidi Kelasi Kapal Kelas II 

Balai Pelatihan Dan 

Penyuluhan Perikanan 

Ambon 

20 Reyzky Pratama, A.Md.Pi. Juru Minyak Kapal Kelas II 

Balai Pelatihan Dan 

Penyuluhan Perikanan 

Ambon 

21 Yosua Kakase, A.Md.Kom. 
Pranata Sumber Daya 

Manusia Aparatur Terampil 

Balai Pelatihan Dan 

Penyuluhan Perikanan Bitung 

22 Selvia Lisa Rani, A.Md.T.P. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Semarang 

23 Apricilia Caroline, A.Md.Pi. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Tanjung Pinang 

24 Habib Maulana, A.Md.Pi. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Balai KIPM Tarakan 

25 
Kumala Septi Demalinda, 

A.Md.Pi. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Stasiun KIPM Bandung 

26 
Rachel Samantha Lourasia, 

A.Md. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Stasiun KIPM Jambi 

27 
Naufal Irfan Fadhil, 

A.Md.T.P. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Stasiun KIPM Kendari 

28 Sri Wahyuni, A.Md.Pi. 
Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Stasiun KIPM Mamuju 

29 
Gagas Adipoeang Khatami, 

A.Md.Pi. 

Asisten Inspektur Mutu Hasil 

Perikanan Terampil 
Stasiun KIPM Merauke 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Nomor  : B.876/LPSPL.1/PRL.430/IX/2025          1 September 2025 

Sifat  : Biasa 

Lampiran : Dua Berkas 

Hal   : Permohonan Data dan Informasi 

 

Yth. (Daftar Terlampir) 

 

Sehubungan evaluasi efektivitas pengelolaan 25 jenis ikan prioritas pengelolaan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dan dengan ditetapkannya 

Kepdirjen No. 22 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Tim Penilai Evaluasi 

Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum 

dalam Apendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora tahun 2025. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong 

sebagai salah satu Tim Penilai EPANJI 2025 bermaksud melaksanakan pengumpulan data 

dan informasi terkait kegiatan konservasi jenis ikan yang dilaksanakan oleh mitra konservasi 

di wilayah Papua dan Maluku. 

Terkait hal tersebut, bersama ini Kami memohon Data dan Informasi berupa 

diantaranya; Laporan Kegiatan/ Kajian/ Riset/ Sosialisasi/ Pengawasan /Publikasi atau 

Buku Status terkait 25 jenis ikan prioritas di wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua 

Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua dan Papua Selatan pada Tahun 2024 

sebagaimana Lampiran II. Data dan Informasi sekiranya dapat Bapak/Ibu sampaikan 

melalui Google Drive pada tautan https://bit.ly/EPANJI2025 sebelum tanggal 9 September 

2025. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fajar Adi 

Purnama (HP.082306855402) untuk Provinsi Maluku Utara, Sdri. Wiwit Handayani 

(HP.082128111135) untuk Provinsi Maluku, dan Sdr. Masrul Jaya M. (HP.081343865502) 

untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua dan Papua 

Selatan. 

 

 

 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL 
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA 
PESISIR DAN LAUT SORONG 

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG, 
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON (0951) 331378 

LAMAN www.kkp.go.id SUREL lpsplsorong@kkp.go.id    

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://bit.ly/EPANJI2025
http://www.kkp.go.id/
mailto:lpsplsorong@kkp.go.id
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Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan 

terimakasih. 

 

 

 

Kepala Loka Pengelolaan Sumber 
Daya Pesisir dan Laut Sorong, 
 
 
 
 
 Hendrik Sombo 
 

Tembusan: 

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
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Lampiran  

Nomor : B.876/LPSPL.1/PRL.430/IX/2025 

Tanggal : 1 September 2025 

 

DAFTAR NAMA INSTANSI / LEMBAGA 

 

 

No. INSTANSI 

Provinsi Maluku Utara 

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara 

2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate 

3. Kepala Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Ternate 

4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Ternate, Balai Konservasi 
Sumberdaya Alam (BKSDA) Maluku 

5. Pimpinan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program Wilker Maluku 
Utara 

6. Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 

7. Kepala BPPMHKP Ternate 

8. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan, Universitas Nuku Tidore 

9. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pasifik Morotai 

10. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Provinsi Maluku 
Utara 

Provinsi Maluku 

11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

12. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura 

13. Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 

14. Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Ambon 

15. Dekan Fakultas Perikanan dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Maluku 

16. Kepala BKSDA Maluku 

17. Koordinator Wilayah Kerja KKN Banda - BKKPN Kupang 

18. Koordinator Wilayah Kerja KKN Aru Tenggara - BKKPN Kupang 

19. Dekan Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Universitas Darussalam 

20. Pimpinan Yayasan Coral Triangle Center (CTC) - Maluku 

21. Pimpinan Yayasan WWF Indonesia - Inner Banda Arc Seascape 

22. Pimpinan Yayasan Lembaga Pengembangan Pembangunan Masyarakat 
Pesisir dan Pulau Kecil Maluku 

23. Pimpinan Yayasan EcoNusa - Maluku 

24. Kepala BPPMHKP Ambon 
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Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya 

25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat 

26. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat 
Daya 

27. Kepala BBKSDA Papua Barat 

28. Kepala BLUD-UPTD Kawasan Konservasi Raja Ampat 

29. Kepala BLUD-UPTD Kawasan Konservasi Fakfak dan Kaimana 

30. Dekan Fakultas Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Universitas Papua 

31. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Papua 

32. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong 

33. Koordinator Wilayah Kerja KKN Raja Ampat dan KKN Waigeo Sebelah Barat - 
BKKPN Kupang 

34. Kepala Satuan Pengawasan SDKP Sorong 

35. Kepala Satuan Pengawasan SDKP Raja Ampat 

36. Kepala BPPMHKP Sorong 

37. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kristen Papua 

38. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Sorong 

39. Pimpinan Konservasi Indonesia Program Papua 

40. Pimpinan Yayasan Konservasi Alam Nusantara 

41. Pimpinan Yayasan Nazareth 

42. Pimpinan Yayasan Econusa 

43. Pimpinan Yayasan Penyu Papua 

44. Yayasan Misool Ekosistem Regeneration 

45. Pimpinan Elasmobrach Project Indonesia 

Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Tengah 

46. 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua 

47. 
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan 

48. 
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah 

49. 
Kepala BBKSDA Papua 

50. 
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak 

51. 
Wilayah Kerja KKN Padaido - BKKPN Kupang 

52. 
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Cenderawasih 

53. 
Dekan Fakultas Pertanian Program Studi MSP Universitas Musamus Merauke 

54. 
Pimpinan Yayasan WWF Indonesia - Program Papua 

55. 
Dekan Politeknik Pertanian Yasanto Merauke 

56. 
Pimpinan UNDP ATSEA-2 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



5 
 

 

57. Kepala BPPMHKP Jayapura 

58. Kepala BPPMHKP Merauke 
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Lampiran  

Nomor : B.876/LPSPL.1/PRL.430/IX/2025 

Tanggal : 1 September 2025 

 

 

 

NO JENIS / KELOMPOK JENIS 

1 Pari Manta 

2 Hiu Paus 

3 Sidat 

4 Terubuk 

5 Arwana Kalimatan 

6 Arwana Irian 

7 BCF (Banggai Cardinal Fish) 

8 Hiu Appendiks 

9 Pari Appendiks 

10 Napoleon 

11 Kuda Laut 

12 Hiu Non Appendiks 

13 Pari Non Apppendiks 

14 Belida 

15 Ikan Hias Air Laut 

16 Penyu 

17 Buaya 

18 Kima 

19 Lola 

20 Karang Keras  
21 Soft Coral dan Anemone 

22 Teripang 

23 Cetacean 

24 Duyung 

25 Pesut 

 

 
Kepala Loka Pengelolaan Sumber 
Daya Pesisir dan Laut Sorong, 
 
 
 
 
 Hendrik Sombo 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, 

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id 

 
 

   
  

 
 
 
 

             

Yth.  
 (Daftar Terlampir) 
Di  
 Tempat 

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nomor 

2032/SJ.2/TU.210/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Laporan Kegiatan Persiapan 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2027, serta dalam rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Negara Tahun 2027 lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan, bersama ini kami sampaikan poin-poin penting dalam kegiatan tersebut sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-

90/KN/KN.2/2025 dijelaskan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatiandalam 

pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN di tahun 2025 ini adalah: 

a. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengacu pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN sesuai dengan PMK 138 

Tahun 2024;  

b. Pengguna Barang dapat mengajukan perubahan RKBMN kepada Pengelola Barang 

dalam hal terdapat perubahan organisasi yang terdampak pembentukan Kabinet Merah 

Putih, yang diusulkan pada periode setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan 

sampai dengan tahun pelaksanaan RKBMN;  

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyusunan RKBMN TA 2027 juga 

menyusun perencanaan pengasuransian BMN yang berpedoman pada ketentuan 

terkait pengasuransian BMN, termasuk di dalamnya memperhatikan linimasa 

perencanaan pengasuransian BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 

(3) PMK Nomor 153/PMK.06/2021; dan 

 

Nomor : B.3878/BPPMHKP.1/PL.760/VIII/2025  26 Agustus 2025 
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Hal : Persiapan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Negara (RKBMN) BPPMHKP TA. 2027 
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d. Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang memastikan kesesuaian pencatatan 

Barang Milik Negara dengan kodefikasi yang berlaku sebagaimana ketentuan terkait 

kodefikasi BMN. 

2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terkait Alat Angkut Darat Bermotor 

(AADB) Dinas di lingkungan KKP, masih terdapat Satker yang belum menyampaikan hasil 

monev nya, oleh karena itu Biro Keuangan dan BMN kembali menghimbau agar seluruh 

Eselon I dapat memantau dan mengingatkan kembali Satkernya untuk dapat segera 

menyampaikan hasil monev AADB dinas nya pada link https://s.id/MonevAADB_KKP. Hal 

ini diperlukan karena hasil monev AADB Dinas tersebut tersebut sebagai dasar penelitian 

RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan Satker. Jika Satker belum menyampaikan hasil 

monev AADB Dinasnya, kemungkinan usulan RKBMN pengadaan dan pemeliharaan tidak 

dapat disetujui; 

3. Sesuai dengan PMK 138 tahun 2024, Pengguna Barang dapat mengusulkan perubahan 

dan/atau penambahan SBSK BMN.  Usulan perubahan dan/atau penambahan SBSK BMN 

sebagaimana dimaksud, disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, masing- masing Unit Eselon I 

diharapkan dapat melakukan identifikasi terkait kendaraan operasional dan fungsional 

yang diperlukan untuk diusulkan ke Biro Keuangan dan BMN, untuk kemudian usulan 

tersebut diteliti untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan untuk ditetapkan; 

4. Dalam penyusunan RKBMN TA 2027 dengan menggunakan Aplikasi Siman V2 pada 

Modul Perencanaan tahun 2025, diharapkan agar semua operator satker sudah memiliki 

user dan role Satker, meng-update dan melengkapi data di profil Satker, serta melengkapi 

data detil aset di master aset berupa  lokasi, luas, status penggunaan, foto (sekurang-
kurangnya tampak depan dan interior), SBSK, relasi bangunan, data lantai dan 
ruangan, pemeliharaan, konstruksi (terutama untuk bangunan gedung kantor, 
pendidikan, dan kesehatan), pemakai kendaraan, dan dokumen kepemilikan sebelum 

melakukan penyusunan RKBMN tahun 2017. 

5. Terhadap penyusunan RKBMN tahun 2027 atas Rencana Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan dan Penghapusan (RP3) BMN, memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Rencana Pemanfaatan disusun atas pemanfaatan BMN antara lain sewa, pinjam pakai 

dan kerja sama pemanfaatan (KSP) yang direncanakan akan berjalan pada tahun 

anggaran 2027 atau pemanfaatan yang telah berjalan dengan jangka waktu yang pada 

2027 atau lebih.  
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b. Rencana Pemindahtanganan disusun atas BMN yang direncanakan untuk 

dilaksanakan pemindahtanganan BMN antara lain penjualan melalui lelang dengan 

syarat BMN dimaksud telah rusak berat tetapi memiliki nilai ekonomis, dan hibah untuk 

BMN yang tercatat pada satuan kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang masih 

dapat digunakan oleh Dinas terkait maupun aset tetap yang diadakan untuk diserahkan 

kepada pihak lain.  

c. Rencana Penghapusan disusun atas BMN yang telah memenuhi syarat penghapusan 

dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, diantaranya KDP yang dak akan dilanjutkan 

pengerjaannya, ATB yang tidak digunakan dan tidak up to date, dan BMN yang telah 

rusak berat dengan nilai buku Rp0,00 (nol rupiah). 

6. Terhadap Rencana Penggunaan, diharapkan tiap-tiap unit kerja telah melaksanakan 

identifikasi atas BMN yang digunakan oleh satuan kerja lain dilingkungan BPPMHKP, 

satuan kerja di luar BPPMHKP, dan pihak lain. 

7. Telah dilakukan kesepakatan atas Jadwal Penyusunan RKBMN 2027 Unit Eselon di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada BPPMHKP pada tanggal 8 – 11 

September 2025; 

8. Satuan Kerja lingkup BPPMHKP segera melakukan penyusunan RKBMN Tahun 2027 

mandiri melalui SIMAN V2 dan dikirim ke Eselon 1 paling lambat tanggal 4 September 

2025;  

9. Guna memperlancar proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 

Anggaran 2027 akan dilaksanakan persiapan penyusunan RKBMN pada tanggal 01 

September 2025 Melalui Zoom Meeting (link akan kami informasikan menyusul). 

 

 Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 
 
 

 an. Kepala BPPMHKP 
Sekretaris Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan  
dan Perikanan 

                   

  
                                

                              
 

     
    Hari Maryadi 

 
 
Tembusan : 
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
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Lampiran 1 
Nomor  : B.3878/BPPMHKP.1/PL.760/VIII/2025  
Tanggal : 26 Agustus 2025 

 
DAFTAR UNDANGAN 

 
 

No. Nama/Jabatan 
1.  Kepala Pusat Manajemen Mutu; 
2.  Kepala Pusat Mutu Produksi Primer; 
3.  Kepala Pusat Mutu Pascapanen; 
4.  Plt. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I; 
5.  Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar; 
6.  Plt. Kepala Balai KIPM Surabaya I; 
7.  Kepala Balai KIPM Medan I; 
8.  Plt. Kepala Balai KIPM Denpasar; 
9.  Kepala Balai KIPM Balikpapan; 
10.  Plt. Kepala Balai KIPM Manado; 
11.  Plt. Kepala Balai KIPM Mataram; 
12.  Plt. Kepala Balai KIPM Jayapura; 
13.  Plt. Kepala Balai KIPM Entikong; 
14.  Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan; 
15.  Kepala Balai KIPM Banjarmasin; 
16.  Kepala Balai KIPM Lampung; 
17.  Plt. Kepala Balai KIPM Tanjung Pinang; 
18.  Plt. Kepala Balai KIPM Semarang; 
19.  Plt. Kepala Balai KIPM Jakarta II; 
20.  Kepala Balai KIPM Ambon; 
21.  Plt. Kepala Balai KIPM Surabaya II; 
22.  Plt. Kepala Balai Uji Standar KIPM; 
23.  Kepala Stasiun KIPM Batam; 
24.  Plt. Kepala Stasiun KIPM Padang; 
25.  Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru; 
26.  Kepala Stasiun KIPM Palembang; 
27.  Kepala Stasiun KIPM Pontianak; 
28.  Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari; 
29.  Kepala Stasiun KIPM Mamuju; 
30.  Plt. Kepala Stasiun KIPM Bandung; 
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No. Nama/Jabatan 
31.  Kepala Stasiun KIPM Kupang; 
32.  Kepala Stasiun KIPM Aceh; 
33.  Kepala Stasiun KIPM Palu; 
34.  Plt. Kepala Stasiun KIPM Bengkulu; 
35.  Kepala Stasiun KIPM Jambi; 
36.  Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya; 
37.  Kepala Stasiun KIPM Gorontalo; 
38.  Plt. Kepala Stasiun KIPM Medan II; 
39.  Kepala Stasiun KIPM Merak; 
40.  Kepala Stasiun KIPM Pangkal Pinang; 
41.  Kepala Stasiun KIPM Merauke; 
42.  Kepala Stasiun KIPM Sorong; 
43.  Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta; 
44.  Kepala Stasiun KIPM Cirebon; 
45.  Plt. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan; 
46.  Kepala Stasiun KIPM Ternate; 
47.  Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai; 
48.  Kepala Stasiun KIPM Bau-Bau; 
49.  Kepala Stasiun KIPM Tahuna; 
50.  Kepala Stasiun KIPM Bima; 

 

A.n  Kepala BPPMHKP 
Sekretaris Badan Pengendalian dan   
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan  
dan Perikanan 

    
 
 
 
 

Hari Maryadi 
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Nomor : B.3276/SJ.3/TU.330/VIII/2025 27 Agustus 2025 
Sifat : Biasa 
Lampiran : Satu berkas 
Hal :  Undangan Sosialisasi 
 
 
Yth. Daftar Undangan Terlampir 
di Tempat 
  
 

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu untuk melakukan 
sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud agar memiliki 
pemahaman yang sama pada saat pengimplementasiannya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang para pengelola kepegawaian, 
pengelola keuangan, dan operator portal korespondensi dalam kegiatan sosialisasi 
dimaksud yang akan dilaksanakan pada 

 
hari, tanggal : Senin, 1 September 2025  
waktu : 09.00 WIB-selesai  
tempat : Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82400867017?pwd=OBSsKEZuGS
ziB5yYsl4HKdAlCtJACp.1 
Meeting ID: 824 0086 7017 
Passcode: 400306 

acara :   Sosialisasi Permen KP Nomor 114 Tahun 2025 tentang  
  Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan  
  Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
  
 Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat 

waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. 
 

a.n. Sekretaris Jenderal 
 Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
 Aparatur dan Organisasi, 

 
 
 
 
Dida Daniarsyah 

 
Tembusan: 
Sekretaris Jenderal 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
SEKRETARIAT JENDERAL 

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id 
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Lampiran 
Nomor   : B.3276/SJ.3/TU.330/VIII/2025 
Tanggal : 27 Agustus 2025 

 
DAFTAR UNDANGAN 

 
A. Sekretariat Jenderal 

1.  Kepala Biro Perencanaan 
2.  Kepala Biro Keuangan dan BMN 
3.  Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
4.  Kepala Biro Hukum 
5.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 
6.  Kepala Biro Umum 
7.  Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa 
8.  Kepala Pusat Data dan Informasi 
9.  Kepala Pusat Kebijakan Strategis 
10. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

 
B. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 

11. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 
12. Direktur Perencanaan Ruang Perairan 
13. Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
14. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut 
15. Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut 
16. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 
 

C. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 
18. Direktur Konservasi Ekosistem 
19. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik 
20. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
21. Direktur Jasa Bahari 
22. Direktur Sumber Daya Kelautan 
23. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang 
24. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 
25. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar 
26. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar 
27. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong 
28. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang 
29. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru 
30. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang 
 

D. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
31. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
32. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 
33. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 
34. Direktur Kepelabuhan Perikanan 
35. Direktur Usaha Penangkapan Ikan 
36. Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 
37. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang 
38. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 
39. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 
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40. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 
41. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 
42. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 
43. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 
44. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 
45. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu 
46. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 
47. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 
48. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 
49. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 
50. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 
51. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 
52. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 
53. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 
54. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 
55. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 
56. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 
57. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 
58. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang 
59. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 
 

E. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 
60. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 
61. Direktur Ikan Air Tawar 
62. Direktur Ikan Air Payau 
63. Direktur Ikan Air Laut 
64. Direktur Rumput Laut 
65. Direktur Prasarana dan Sarana 
66. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 
67. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 
68. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 
69. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 
70. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 
71. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi 
72. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin 
73. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam 
74. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 
75. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 
76. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee 
77. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu 
78. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang 
79. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali 
80. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Serang 
 

F. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 
81. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan 
82. Direktur Logistik 
83. Direktur Pemberdayaan Usaha 
84. Direktur Pengolahan 
85. Direktur Pemasaran 
86. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan 
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G. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

87.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
  Perikanan 

88.  Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan 
89.  Direktur Pengendalian Operasi Armada 
90.  Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan 
91.  Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan 
92.  Direktur Penanganan Pelanggaran 
93.  Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo 
94.  Kepala Pangkalan PSDKP Batam 
95.  Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta 
96.  Kepala Pangkalan PSDKP Benoa 
97.  Kepala Pangkalan PSDKP Bitung 
98.  Kepala Pangkalan PSDKP Tual 
99.  Kepala Stasiun PSDKP Cilacap 
100. Kepala Stasiun PSDKP Belawan 
101. Kepala Stasiun PSDKP Kupang 
102. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak 
103. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan 
104. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna 
105. Kepala Stasiun PSDKP Ambon 
106. Kepala Stasiun PSDKP Biak 
 

H. Inspektorat Jenderal 
107. Sekretaris Inspektorat Jenderal 
108. Inspektur I 
109. Inspektur II 
110. Inspektur III 
111. Inspektur IV 
112. Inspektur V 
 

I.  Badan Penyuluhan dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 
Perikanan 
113. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pegembangan Sumber Daya Manusia 

  Kelautan dan Perikanan 
114. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 
115. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 
116. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 
117. Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan 
 Perikanan 
118. Kepala Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Padang 
119. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Wakatobi 
120. Kepala Balai Riset Perikanan Laut Jakarta 
121. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, 
 Palembang 
122. Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, Jatiluhur Purwakarta 
123. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, 
 Maros 
124. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, 
 Bogor 
125. Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi 
126. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok 
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127. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol 
 Buleleng 
128. Kepala Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa 
129. Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan 
130. Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Boalemo Gorontalo 
131. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
132. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan 
 Perikanan 
133. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 
134. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo 
135. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong 
136. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang 
137. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang 
138. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone 
139. Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi 
140. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai 
141. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran 
142. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana 
143. Kepala SUPM Ladong Aceh 
144. Kepala SUPM Pariaman 
145. Kepala SUPM Kota Agung 
146. Kepala SUPM Tegal 
147. Kepala SUPM Waiheru Ambon 
148. Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi 
149. Kepala BPPP Medan 
150. Kepala BPPP Tegal 
151. Kepala BPPP Banyuwangi 
152. Kepala BPPP Bitung 
153. Kepala BPPP Ambon 
154. Direktur Politeknik AUP Jakarta 
 
J. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
155. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 
 Perikanan 
156. Kepala Pusat Manajemen Mutu 
157. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer 
158. Kepala Pusat Mutu Pascapanen 
159. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I 
160. Kepala Balai Besar KIPM Makassar 
161. Kepala Balai Besar KIPM Denpasar 
162. Kepala Balai KIPM Surabaya I 
163. Kepala Balai KIPM Medan I 
164. Kepala Balai KIPM Balikpapan 
165. Kepala Balai KIPM Jayapura 
166. Kepala Balai KIPM Jakarta II 
167. Kepala Balai KIPM Surabaya II 
168. Kepala Balai KIPM Mataram 
169. Kepala Balai KIPM Manado 
170. Kepala Balai KIPM Semarang 
171. Kepala Balai KIPM Banjarmasin 
172. Kepala Balai KIPM Lampung 
173. Kepala Balai KIPM Ambon 
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174. Kepala Balai KIPM Entikong 
175. Kepala Balai KIPM Tanjung Pinang 
176. Kepala Balai KIPM Tarakan 
177. Kepala Balai Uji Standar KIPM 
178. Kepala Stasiun KIPM Bandung 
179. Kepala Stasiun KIPM Merauke 
180. Kepala Stasiun KIPM Pontianak 
181. Kepala Stasiun KIPM Kendari 
182. Kepala Stasiun KIPM Batam 
183. Kepala Stasiun KIPM Padang 
184. Kepala Stasiun KIPM Jambi 
185. Kepala Stasiun KIPM Palu 
186. Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya 
187. Kepala Stasiun KIPM Kupang 
188. Kepala Stasiun KIPM Pangkal Pinang 
189. Kepala Stasiun KIPM Ternate 
190. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta 
191. Kepala Stasiun KIPM Aceh 
192. Kepala Stasiun KIPM Gorontalo 
193. Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru 
194. Kepala Stasiun KIPM Medan II 
195. Kepala Stasiun KIPM Sorong 
196. Kepala Stasiun KIPM Bengkulu 
197. Kepala Stasiun KIPM Cirebon 
198. Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai 
199. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 
200. Kepala Stasiun KIPM Bima 
201. Kepala Stasiun KIPM Tahuna 
202. Kepala Stasiun KIPM Bau-Bau 
203. Kepala Stasiun KIPM Merak 
204. Kepala Stasiun KIPM Mamuju 
205. Kepala Stasiun KIPM Palembang 
 
 
 

a.n. Sekretaris Jenderal 
 Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
 Aparatur dan Organisasi, 
 
 
 
 
 Dida Daniarsyah 
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SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS 

NOMOR B. 1007/BPPMHKP.1/KP.440/IX/2025 
 

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU 
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
Menimbang : a. bahwa   guna   menunjang   kelancaran   tugas   dan   

tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan  
kekosongan jabatan Kepala Balai Besar KIPM 
Makassar, maka perlu menetapkan pejabat sebagai 
Pelaksana Tugas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat 
Perintah Pelaksana Tugas   Kepala Balai Besar KIPM 
Makassar; 
 

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubagan Atas 
Peraturan Presidan Nomor 68 Tahun 2019 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106); 

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan 
Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan 
Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 
 

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan 
Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek 
Kepegawaian; 
 
 
 

 
 
 
 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU 

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id 
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MEMERINTAHKAN: 
Kepada:   
Nama  : Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc 
NIP : 197705032006042002 
Pangkat : Penata Tk.I III/d 
Jabatan : Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda  pada Balai 

Besar KIPM Makassar 
 

Untuk : 1. Terhitung  mulai  tanggal 01 Agustus 2025, disamping 
jabatannya sebagai Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli 
Muda  pada Balai Besar KIPM Makassar, ditunjuk sebagai 
Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar KIPM Makassar 
sampai dengan 3 (tiga) bulan dan/atau dapat diperpanjang 
sampai dengan 3 (tiga) bulan setelahnya atau ditetapkannya 
pejabat definitif; 

 2. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar KIPM 
Makassar, diberi kewenangan untuk: 
a .  menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian  

prestasi kerja; 
b .  menetapkan kenaikan gaji berkala; 
c .  menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan 

Negara; 
d .  menetapkan surat penugasan pegawai; 
e .  menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali   

perpindahan antar instansi; 
f .  memberikan izin belajar; 
g .  memberikan izin tidak masuk kerja. 

 3. Dalam melaksanakan  tugas  tersebut,  Pelaksana  Tugas 
Kepala Balai Besar KIPM Makassar tidak mempunyai 
kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan
 yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan 
 status hukum   pada aspek kepegawaian yang meliputi 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai 
dan mutasi lainnya; 

 4. Melaksanakan   perintah   ini   dengan   seksama   dan 
penuh tanggung jawab. 
 

 
 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 08 September 2025 
Kepala Badan Pengendalian dan 
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 
dan Perikanan, 

  
 

 
 
Tembusan: 
1. Pejabat Eselon II lingkup BPPMHKP; 
2. Kepala UPT lingkup BPPMHKP. 

 
Ishartini 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 
16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 

10041 
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 

LAMAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id 

 
Nomor : B.3960/BPPMHKP.1/TU.330/VIII/2025 29 Agustus 2025 
Sifat : Biasa 
Lampiran : Satu Berkas 
Hal : Asistensi Monev Internal PPID Lingkup Badan Mutu 

 
Yth.(Daftar Terlampir)  
di tempat 

 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

Keterbukaan Informasi Publik Internal PPID Lingkup Badan Mutu Tahun 2025, dengan 
ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan sebagai berikut :  

 
hari, tanggal : Selasa, 09 September 2025 
waktu : 09.00 WIB – selesai 
media : Zoom Meeting Application 

Meeting ID: 431 463 0291 
Passcode: PPID 

agenda : Pelaksanaan Asistesi Monitoring dan Evaluasi (Monev)     
Keterbukaan Informasi Publik PPID Lingkup Badan Mutu 
Tahun 2025 

   
Nama-nama Penanggung Jawab/Administrator PPID lingkup Badan Mutu yang 

ditetapkan tercantum dalam lampiran undangan ini. Sehubungan dengan pentingnya 
acara ini, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu.  

 
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama 

Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih 
 

 
a.n. Kepala Badan PPMHKP 

Sekretaris Badan Pengendalian  
dan Pengawasan Mutu Hasil 
Kelautan dan Perikanan, 
 

  
 
Hari Maryadi 

Tembusan: 
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
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Lampiran Surat 
Nomor : B.3960/BPPMHKP.1/TU.330/VIII/2025 
Tanggal : 29 Agustus 2025 

 
 
 

NAMA ADMIN SEBELUMNYA 
 

NIP 
 

E-MAIL NO. TELEPON 
AKTIF 

 
UNIT KERJA 

Erik Ariyanto 198501032009011003 erik.ariyanto@kkp.go.id 081394463018 BPPMHKP Palembang 

Arif Dwi Kurniawan 198806272010121005 arif.kurniawan@kkp.go.id 085230379957 BPPMHKP Bandung 

Erwin Wijaya 198911062010121003 erwin.wijaya@kkp.go.id 082393566767 BPPMHKP Ternate 

Yusuf Yudhaperwira 199410042018011001 yusuf.yudhaperwira@kkp.go.id 082397189489 BPPMHKP Merauke 

Heri Kurniawan 198210082007011001 heri.kurniawan@kkp.go.id 082236820366 BPPMHKP Kupang 

Rahmat Natawijaya 198705042009031001 rahmat.natawijaya@kkp.go.id 081373836462 BPPMHKP Pangkalpinang 

Michelson Febrianto 199302262024211017 mich.febrian@gmail.com 085731575874 BPPMHKP Pontianak 

Iwana Swaka Putri 198204072008112001 iwana.putri@kkp.go.id 0817123717 BPPMHKP Gorontalo 

Yuni Lestari 198506252008012002 yuni.lestari@kkp.go.id 081262504001 BPPMHKP Medan II 

Muhammad Iqbal AS Wellem 198406032015021002 muhammad.wellem@kkp.go.id 085341672727 BPPMHKP Kendari 

Ratna Dewi,A.Md.Pi 199611302019022002 ratnadewi@kkp.go.id 081235980316 BPPMHKP Baubau 
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Arif Dwi Kurniawan 198806272010121005 arif.kurniawan@kkp.go.id 085230379957 BPPMHKP Surabaya 1 

Sutiadi, S.St.Pi 198302132009011003 sutiadi83@kkp.go.id 081314695609 BPPMHKP Bengkulu 
 
 
 

NAMA PENGAJUAN BARU 
 

NIP 
 

E-MAIL NO. TELEPON 
AKTIF 

 
UNIT KERJA 

Yusuf Yudhaperwira, A.Md 199410042018011001 yusuf.yudhaperwira@kkp.go.id 082397189489 BPPMHKP Palembang 

Kumala Septi Demalinda, A.Md.Pi 200109042025062001 kumala.demalinda@kkp.go.id 895358200310 BPPMHKP Bandung 

Zaenal, A. Md.Pi 198806272024211001 zaenal88@kkp.go.id 085342919816 BPPMHKP Ternate 

Gagas Adipoeang Khatami, A.Md.Pi 200007042025061001 gagas.khatami@kkp.go.id 081356915034 BPPMHKP Merauke 

Siti Nurbaity Kartika Apriani 198404212009122003 siti.apriani@kkp.go.id 081310146049 BPPMHKP Kupang 

Dicky Ari Rafliandi 198708282007011004 dicky.rafliandi@kkp.go.id 081368704242 BPPMHKP Pangkalpinang 

Michelson Febrianto 199302262024211017 michelson.febrianto@kkp.go.id 85731575874 BPPMHKP Pontianak 

Takwin Suleman 197605052002121003 takwin.suleman@kkp.go.id 081244277860 BPPMHKP Gorontalo 

Taufiq 198106032015031001 taufiq81@kkp.go.id 082111361981 BPPMHKP Medan II 

Naufal Irfan Fadhil 199712152025061001 naufal.fadhil@kkp.go.id 085764614489 BPPMHKP Kendari 

Supriadi, A.Md.Pi 198908062015031003 supriadi89@kkp.go.id 085399128396 BPPMHKP Baubau 
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Arif Dwi Kurniawan 198806272010121005 arif.kurniawan@kkp.go.id 085230379957 BPPMHKP Surabaya 1 

Sutiadi, S.St.Pi 198302132009011003 sutiadi83@kkp.go.id 081314695609 BPPMHKP Bengkulu 
 
 
 
 

a.n. Kepala Badan PPMHKP  
Sekretaris Badan Pengendalian  
dan Pengawasan Mutu Hasil  
Kelautan dan Perikanan, 
 

  
 
Hari Maryadi 

 

Tembusan: 
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
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Nomor : B.3897/BPPMHKP.1/TU.330/VIII/2025                        27 Agustus 2025 
Sifat  : Biasa  
Lampiran : - 
Hal  : Undangan Penyusunan Rencana Kerja BPPMHKP TA. 2026 
  
Yth. Daftar Terlampir 

 

Menindaklanjuti hasil reviu usulan rencana kerja dan anggaran BPPMHKP 

Tahun 2026 serta persiapan finalisasi Rencana Kerja maka perlu dilakukan koordinasi 

secara hybrid antara Satker Pusat dengan Satker UPT BPPMHKP. Sehubungan 

dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk hadir secara 

langsung atau virtual pada kegiatan yang dilaksanakan pada: 

 

hari, tanggal : Jum’at, 29 Agustus 2025 

waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai 

tempat  

 

 

 

 

acara 

: 

 

 

 

 

: 

- Ruang Rapat Balai Uji Standar Pengendalian Mutu 

Jl. Raya Setu No. 1 Cipayung Jakarta Timur 

- Zoom Meeting  

Meeting ID  : 597 670 4339 

Password    : PENGAWASAN 

Penyusunan Rencana Kerja BPPMHKP TA. 2026 

   

Dalam rangka kelancaran kegiatan, setiap satker diminta untuk menyiapkan 

rancangan usulan rencana kerja dan anggaran beserta data dukungnya. Perlu kami 

sampaikan bahwa akomodasi dan transportasi ditanggung oleh masing-masing 

peserta. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima 

kasih. 

 

a.n    Kepala Badan PPMHKP 
  Sekretaris Badan Pengendalian  
  dan Pengawasan Mutu Hasil 
  Kelautan dan Perikanan, 
 
 
 
 

  Hari Maryadi 
    

Tembusan: 

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU 
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 
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DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG 

 

 

1. Kepala Balai Besar KIPM Makassar 

2. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I 

3. Kepala Balai KIPM Denpasar 

4. Kepala Balai KIPM Balikpapan 

5. Kepala Balai KIPM Mataram 

6. Kepala Balai KIPM Jayapura 

7. Kepala Balai KIPM Manado 

8. Kepala Balai KIPM Banjarmasin 

9. Kepala Balai KIPM Entikong  

10. Kepala Balai KIPM Tarakan  

11. Kepala Balai KIPM Ambon 

12. Kepala Balai KIPM Surabaya I  

13. Kepala Balai KIPM Medan I 

14. Kepala Balai KIPM Jakarta II 

15. Kepala Balai KIPM Surabaya II 

16. Kepala Balai KIPM Semarang  

17. Kepala Balai KIPM Lampung 

18. Kepala Balai KIPM Tanjung Pinang 

19. Kepala Balai Uji Standar KIPM 

20. Kepala Stasiun KIPM Kendari  

21. Kepala Stasiun KIPM Palu 

22. Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai 

23. Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya  

24. Kepala Stasiun KIPM Kupang  

25. Kepala Stasiun KIPM Bima 

26. Kepala Stasiun KIPM Ternate  

27. Kepala Stasiun KIPM Tahuna  

28. Kepala Stasiun KIPM Gorontalo 

29. Kepala Stasiun KIPM Sorong  

30. Kepala Stasiun KIPM Bau-Bau 

31. Kepala Stasiun KIPM Merauke 

32. Kepala Stasiun KIPM Mamuju  

33. Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru 

34. Kepala Stasiun KIPM Palembang 

35. Kepala Stasiun KIPM Padang  

36. Kepala Stasiun KIPM Jambi 

37. Kepala Stasiun KIPM Bengkulu 

38. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



39. Kepala Stasiun KIPM Pangkal Pinang 

40. Kepala Stasiun KIPM Pontianak 

41. Kepala Stasiun KIPM Cirebon  

42. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta 

43. Kepala Stasiun KIPM Aceh 

44. Kepala Stasiun KIPM Batam 

45. Kepala Stasiun KIPM Merak 

46. Kepala Stasiun KIPM Medan II 

47. Kepala Stasiun KIPM Bandung 

 

 

 

 

 

 

a.n    Kepala Badan PPMHKP 
  Sekretaris Badan Pengendalian  
  dan Pengawasan Mutu Hasil 
  Kelautan dan Perikanan, 
 
 
 
 

  Hari Maryadi 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara







KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL: set.bppmhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: B.1588/BPPMHKP.4/KP.440/IV/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021.

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPMHKP Tahun Anggaran
2025. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja sesuai
Inspektur Mutu bertugas.

Memberi Tugas
Kepada : Tim Inspektur Mutu sebagaimana terlampir

Untuk :    
a. Melaksanakan inspeksi penerapan HACCP UPI di Provinsi

Maluku Utara selama 1 (Satu) hari pada tanggal 22 April 2025;
 
b. Membuat laporan tertulis atas hasil inspeksi dan melaporkannya

kepada Kepala Pusat Mutu Pascapanen sesuai ruang lingkup
produk yang diinspeksi, apabila pada saat inspeksi terdapat ruang
lingkup produk yang tidak ada kegiatan proses, maka ruang
lingkup produk tersebut dibatalkan;

 c. Inspektur Mutu dalam melaksanakan tugas, tidak
menerima/meminta gratifikasi dan suap yang akan berpengaruh
terhadap hasil inspeksi.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.

Jakarta, 17 April 2025
a.n. Kepala Badan PPMHKP

Kepala Pusat Mutu Pascapanen

Widya Rusyanto

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Stasiun KIPM Ternate

(FL/02/PASCA/002)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://haccp.kkp.go.id/h4/www.kkp.go.id
https://portal.kkp.go.id/
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Lampiran Surat Tugas
Nomor   : B.1588/BPPMHKP.4/KP.440/IV/2025
Tanggal : 17 April 2025

No Nama Tim Inspeksi Nama UPI Jenis Produk/
Grade/ Status

1

1. Arsal S.St.Pi, MP (Ketua)
NIP :198105202003121005
No Reg :895/Insp/17

2. Mahfudin S.Pi (Anggota)
NIP :198911062019021007
No Reg :1018/Insp/20

3. Beni Prabowo A.Md (Anggota)
NIP :199007282019021001
No Reg :1028/Insp/20

PT. HARTA
SAMUDRA
Desa Daeo Majiko,
Kec. Morotai
Selatan, Kab. Pulau
Morotai, North
Maluku -
Indonesia.T
:+62911312404,
+6282199610882.
F :+62911312414.

(1) Frozen
Demersal
Fish / B /
Perpanjangan
(2) Frozen
Pelagic Fish /
A /
Perpanjangan
(3) Frozen
Tuna / A /
Perpanjangan
(4) Fresh
Tuna / A /
Perpanjangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL: bppmhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.2935/BPPMHKP.4/KP.440/VIII/2025

 
Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021.

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPMHKP Tahun Anggaran
2025. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja sesuai
Inspektur Mutu bertugas.

Memberi Tugas
Kepada : 1. Nama : Arsal S.St.Pi, MP (Ketua)

  NIP : 198105202003121005
  No. Reg : 895/Insp/17

2. Nama : Beni Prabowo A.Md (Anggota)
  NIP : 199007282019021001
  No. Reg : 1028/Insp/20

 
Untuk :    

a. Melaksanakan inspeksi penerapan HACCP UPI di Provinsi
Maluku Utara selama 1 (Satu) hari pada tanggal 06 Agustus 2025;

   
b. Membuat laporan tertulis atas hasil inspeksi dan melaporkannya

kepada Kepala Pusat Mutu Pascapanen sesuai ruang lingkup
produk yang diinspeksi, apabila pada saat inspeksi terdapat ruang
lingkup produk yang tidak ada kegiatan proses, maka ruang
lingkup produk tersebut dibatalkan;

      c. Inspektur Mutu dalam melaksanakan tugas, tidak
menerima/meminta gratifikasi dan suap yang akan berpengaruh
terhadap hasil inspeksi.

   
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.

  Jakarta, 05 Agustus 2025
  a.n. Kepala Badan PPMHKP
  Kepala Pusat Mutu Pascapanen,

 
Widya Rusyanto

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Stasiun KIPM Ternate

(FL/02/PASCA/002)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://haccp.kkp.go.id/h4/www.kkp.go.id
https://portal.kkp.go.id/
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Lampiran Surat Tugas
Nomor   : B.2935/BPPMHKP.4/KP.440/VIII/2025
Tanggal : 05 Agustus 2025

Nama UPI Jenis Produk/ Grade/ Status No. Registrasi
PT. MALUKU UTARA FISHERIES
Komplek Pelabuhan Perikanan
Pantai Bacan, Jl. Raya Desa
Panambuang, Kecamatan Bacan
Selatan, Kabupaten Halmahera
Selatan, North Maluku -
Indonesia.T :(62) 08111940175. F
:0927-21280.

(1) Frozen Demersal Fish /
B / Perpanjangan
(2) Frozen Pelagic Fish / B /
Perpanjangan
(3) Frozen Shrimp / B /
Perpanjangan
(4) Frozen Tuna / B /
Perpanjangan

(1) Korea
Republic =
28-29
(2) China =
CR 263-31
(3) Vietnam =
VR. B-122-31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL: bppmhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.2937/BPPMHKP.4/KP.440/VIII/2025

 
Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021.

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPMHKP Tahun Anggaran
2025. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja sesuai
Inspektur Mutu bertugas.

Memberi Tugas
Kepada : 1. Nama : Arsal S.St.Pi, MP (Ketua)

  NIP : 198105202003121005
  No. Reg : 895/Insp/17

2. Nama : Beni Prabowo A.Md (Anggota)
  NIP : 199007282019021001
  No. Reg : 1028/Insp/20

 
Untuk :    

a. Melaksanakan inspeksi penerapan HACCP UPI di Provinsi
Maluku Utara selama 1 (Satu) hari pada tanggal 07 Agustus 2025;

   
b. Membuat laporan tertulis atas hasil inspeksi dan melaporkannya

kepada Kepala Pusat Mutu Pascapanen sesuai ruang lingkup
produk yang diinspeksi, apabila pada saat inspeksi terdapat ruang
lingkup produk yang tidak ada kegiatan proses, maka ruang
lingkup produk tersebut dibatalkan;

      c. Inspektur Mutu dalam melaksanakan tugas, tidak
menerima/meminta gratifikasi dan suap yang akan berpengaruh
terhadap hasil inspeksi.

   
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.

  Jakarta, 05 Agustus 2025
  a.n. Kepala Badan PPMHKP
  Kepala Pusat Mutu Pascapanen,

 
Widya Rusyanto

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Stasiun KIPM Ternate

(FL/02/PASCA/002)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://haccp.kkp.go.id/h4/www.kkp.go.id
https://portal.kkp.go.id/
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Lampiran Surat Tugas
Nomor   : B.2937/BPPMHKP.4/KP.440/VIII/2025
Tanggal : 05 Agustus 2025

Nama UPI Jenis Produk/ Grade/ Status No. Registrasi
PT. MALUKU UTARA FISHERIES
Komplek Pelabuhan Perikanan
Pantai Bacan, Jl. Raya Desa
Panambuang, Kecamatan Bacan
Selatan, Kabupaten Halmahera
Selatan, North Maluku -
Indonesia.T :(62) 08111940175. F
:0927-21280.

(1) Frozen Fillet Demersal
Fish / / Baru
(2) Frozen Squid / / Baru

(1) Korea
Republic =
28-29
(2) China =
CR 263-31
(3) Vietnam =
VR. B-122-31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: B.602/BPPMHKP.4/KP.440/II/2025

 
Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kelautan Dan Perikanan, perlu dilakukan kegiatan inspeksi dalam
rangka penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPMHKP Tahun Anggaran 2025.
Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas
dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja sesuai Inspektur
Mutu bertugas

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Arsal S.St.Pi, MP (Ketua)
  NIP : 198105202003121005
  No. Reg : 895/Insp/17

2. Nama : Mahfudin S.Pi (Anggota)
  NIP : 198911062019021007
  No. Reg : 1018/Insp/20

3. Nama : Beni Prabowo A.Md (Anggota)
  NIP : 199007282019021001
  No. Reg : 1028/Insp/20

 
Untuk :    a. Melaksanakan inspeksi penerapan HACCP UPI di Provinsi Maluku

Utara selama 1 (Satu) hari pada tanggal 11 Februari 2025;   b. Membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas hasil inspeksi dan
melaporkannya kepada Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Pascapanen sesuai ruang lingkup produk yang diinspeksi;

   c. Apabila pada saat inspeksi terdapat ruang lingkup produk yang tidak
ada kegiatan proses, maka ruang lingkup produk tersebut akan
diverifikasi oleh Inspektur Mutu UPT BPPMHKP dan selanjutnya
dilaporkan kepada Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pascapanen untuk proses sertifikasi;

   d. Inspektur Mutu tidak diperkenankan menerima sesuatu dari UPI
yang akan berpengaruh terhadap hasil inspeksi.

   
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh
tanggung jawab.

  Jakarta, 10 Februari 2025
  a.n. Kepala Badan PPMHKP
  Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Pascapanen

 

                       
                     

Tri Handayani
Tembusan :
1. Kepala Badan PPMHKP
2. Kepala Stasiun KIPM Ternate (FL03/PM/001)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://haccp.kkp.go.id/h4/www.kkp.go.id


  Lampiran: Daftar UPI Yang Diinspeksi    
  No Nama UPI Jenis Produk/ Grade/ Status No. Registrasi

  1

PT. MITRA NELAYAN
MANDIRI
Komplek Perikani, Kel.
Bastiong, Kec. Ternate
Selatan, Kota Ternate,
North Maluku -
Indonesia.T :. F :.

(1) Frozen Demersal Fish / / Baru
(2) Frozen Pelagic Fish / / Baru
(3) Frozen Tuna / / Baru

Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: B.603/BPPMHKP.4/KP.440/II/2025

 
Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kelautan Dan Perikanan, perlu dilakukan kegiatan inspeksi dalam
rangka penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPMHKP Tahun Anggaran 2025.
Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas
dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja sesuai Inspektur
Mutu bertugas

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Arsal S.St.Pi, MP (Ketua)
  NIP : 198105202003121005
  No. Reg : 895/Insp/17

2. Nama : Mahfudin S.Pi (Anggota)
  NIP : 198911062019021007
  No. Reg : 1018/Insp/20

3. Nama : Beni Prabowo A.Md (Anggota)
  NIP : 199007282019021001
  No. Reg : 1028/Insp/20

 
Untuk :    a. Melaksanakan inspeksi penerapan HACCP UPI di Provinsi Maluku

Utara selama 1 (Satu) hari pada tanggal 12 Februari 2025;   b. Membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas hasil inspeksi dan
melaporkannya kepada Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Pascapanen sesuai ruang lingkup produk yang diinspeksi;

   c. Apabila pada saat inspeksi terdapat ruang lingkup produk yang tidak
ada kegiatan proses, maka ruang lingkup produk tersebut akan
diverifikasi oleh Inspektur Mutu UPT BPPMHKP dan selanjutnya
dilaporkan kepada Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pascapanen untuk proses sertifikasi;

   d. Inspektur Mutu tidak diperkenankan menerima sesuatu dari UPI
yang akan berpengaruh terhadap hasil inspeksi.

   
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh
tanggung jawab.

  Jakarta, 10 Februari 2025
  a.n. Kepala Badan PPMHKP
  Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Pascapanen

 

                       
                     

Tri Handayani
Tembusan :
1. Kepala Badan PPMHKP
2. Kepala Stasiun KIPM Ternate (FL03/PM/001)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://haccp.kkp.go.id/h4/www.kkp.go.id


  Lampiran: Daftar UPI Yang Diinspeksi    
  No Nama UPI Jenis Produk/ Grade/ Status No. Registrasi

  1

PT. MITRA NELAYAN
MANDIRI
Komplek Perikani, Kel.
Bastiong, Kec. Ternate
Selatan, Kota Ternate,
North Maluku -
Indonesia.T :. F :.

(1) Fresh Demersal Fish / / Baru
(2) Fresh Pelagic Fish / / Baru
(3) Fresh Tuna / / Baru

Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL: bppmhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.2968/BPPMHKP.4/KP.440/VIII/2025

 
Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021.

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPMHKP Tahun Anggaran
2025. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja sesuai
Inspektur Mutu bertugas.

Memberi Tugas
Kepada : 1. Nama : Arsal S.St.Pi, MP (Ketua)

  NIP : 198105202003121005
  No. Reg : 895/Insp/17

2. Nama : Beni Prabowo A.Md (Anggota)
  NIP : 199007282019021001
  No. Reg : 1028/Insp/20

 
Untuk :    

a. Melaksanakan inspeksi penerapan HACCP UPI di Provinsi
Maluku Utara selama 1 (Satu) hari pada tanggal 08 Agustus 2025;

   
b. Membuat laporan tertulis atas hasil inspeksi dan melaporkannya

kepada Kepala Pusat Mutu Pascapanen sesuai ruang lingkup
produk yang diinspeksi, apabila pada saat inspeksi terdapat ruang
lingkup produk yang tidak ada kegiatan proses, maka ruang
lingkup produk tersebut dibatalkan;

      c. Inspektur Mutu dalam melaksanakan tugas, tidak
menerima/meminta gratifikasi dan suap yang akan berpengaruh
terhadap hasil inspeksi.

   
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.

  Jakarta, 06 Agustus 2025
  a.n. Kepala Badan PPMHKP
  Kepala Pusat Mutu Pascapanen,

 
Widya Rusyanto

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Stasiun KIPM Ternate

(FL/02/PASCA/002)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran Surat Tugas
Nomor   : B.2968/BPPMHKP.4/KP.440/VIII/2025
Tanggal : 06 Agustus 2025

Nama UPI Jenis Produk/ Grade/ Status No. Registrasi
PT. PERIKANAN INDONESIA
JL. Desa Panamboangan, Kec.
Bacan selatan, Halmahera Selatan
– Maluku Utara .T :. F :.

(1) Frozen Pelagic Fish / /
Baru

Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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